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Tax is a dues paid to the State (that can be compulsory) that may be 
outstanding by the taxpayer according to the regulation, without any gains, that 
can be designated directly and the benefit of it is to fund the general expense 
relevant to the task of State reigning. 
 The objectives of this final project are to find out the procedure of 
tax collection (confiscation and auction) by the tax collection section occurring in 
Sukoharjo Pratama Tax Service Office and to find out the implementation of tax 
collection on the tax arrears liquifaction in Sukoharjo Pratama Tax Service Office. 
This final project writing was done using Library research, observation, 
and data processing methods. Considering the result of analysis it can be found 
that Sukoharjo Pratama Tax Service Office had conducted the collection and 
confiscation corresponding to the procedure determined by the Tax Directorate 
General. 
The writer recommends the Sukoharjo Pratama Tax Service Office to keep 
implementing the procedure and rule of collection and confiscation that has been 
applied to the taxpayers in arrear because they are has been consistent with the 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO: 
 
v Away to be good, belief on God. 
v Kerjakanlah apa yang biasa kamu kerjakan hari ini, jangan tunggu 
sampai besok. 
v Man purposes, but God disposes. 
v Don’t depend on others but rely on yourself. 
v Dimana ada kemauan di sana ada jalan, dimana ada kehidupan di 
sana ada harapan. 






   Tugas Akhir ini penulis dipersembahkan kepada: 
ü Allah SWT. 
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ABSTRACT 
 
AN EVALUATION ON TAX COLLECTION PROCEDURE IN THE TAX 
ARREARS CONFISCATION IN KPP PRATAMA SUKOHARJO 
 
Haris Budi Setiyawan 
NIM F3407038 
 
Tax is a dues paid to the State (that can be compulsory) that may be 
outstanding by the taxpayer according to the regulation, without any gains, that 
can be designated directly and the benefit of it is to fund the general expense 
relevant to the task of State reigning. 
The objectives of this final project are to find out the procedure of tax 
collection (confiscation and auction) by the tax collection section occurring in 
Sukoharjo Pratama Tax Service Office and to find out the implementation of tax 
collection on the tax arrears liquifaction in Sukoharjo Pratama Tax Service Office. 
This final project writing was done using Library research, observation, 
and data processing methods. Considering the result of analysis it can be found 
that Sukoharjo Pratama Tax Service Office had conducted the collection and 
confiscation corresponding to the procedure determined by the Tax Directorate 
General. 
The writer recommends the Sukoharjo Pratama Tax Service Office to keep 
implementing the procedure and rule of collection and confiscation that has been 
applied to the taxpayers in arrear because they are has been consistent with the 



























































A. Latar Belakang Masalah 
     Salah satu cara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, 
yaitu dengan melakukan pembangunan. Negara membutuhkan biaya yang 
tidak sedikit untuk mencapai tujuan tersebut. Dan salah satu sumber dana 
yang sangat menunjang dalam pembangunan tersebut adalah perpajakan. 
Negara memiliki sistem perpajakan untuk membiayai pengeluaran 
pemerintahnya. Di Indonesia, pajak menjadi sumber dana utama untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam rangka 
menyediakan barang dan jasa publik.  
     Dalam menghimpun dana tersebut, terdapat beberapa mekanisme 
perpajakan yang dapat dianut masing-masing Negara. Di Indonesia, saat 
ini menganut sistem self assessment yang sebelumnya official assessment. 
Self assessment merupakan sistem yang menentukan bahwa warga Negara 
yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai wajib pajak 
secara otomatis harus menghitung, memperhitungkan, menyetorkan pajak 
ke kas Negara dan mempertanggung jawabkan penghitungan tersebut 
kepada otoritas perpajakan. Penerapan self assessment tersebut sebenarnya 
bias lebih efisien dan efektif jika pelaksanaanya didukung database yang 
komprehensif. Namun dalam pelaksanaanya sering ditemukan kebocoran 
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     Negara mempunyai hak untuk memungut pajak kepada masyarakat. 
Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang atau dengan kekuatan 
Undang-undang serta aturan pelaksanaanya. Hambatan sering muncul 
dalam pemungutan pajak. Hambatan tersebut disebabkan oleh perlawanan 
masyarakat, baik yang bersifat pasif maupun aktif. Perlawanan masyarakat  
yang bersifat pasif diwujudkan dalam bentuk masyarakat enggan 
membayar pajak. Sedangkan perlawanan aktif, meliputi semua usaha dan 
perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan 
untuk menghindari pajak. Perlawanan aktif dapat diwujudkan dalam 
bentuk Tax Avoidance dan Tax Evasion. 
     Untuk mengantisipasi adanya perlawanan-perlawanan masyarakat, 
dibutuhkan sistem prosedur penagihan pajak yang baik. Apabila sistem 
tersebut dilaksanakan dengan baik, maka target pencairan piutang pajak 
akan tercapai. Pencairan pajak secara otomatis akan mempengaruhi tingkat 
penerimaan pajak. 
     Di KPP Pratama Sukoharjo, masih ditemukan wajib pajak yang 
menunggak pajak atau piutang pajak yang belum cair. Seksi Penagihan 
pajak di KPP Pratama Sukoharjo bertanggung jawab atas penagihan 
piutang pajak tersebut. Dalam proses penagihan tersebut harus dilakukan 
sesuai sistem yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Tata 
Cara Penagihan Pajak. Sistem penagihan pajak dimulai dari ditemukannya 
wajib pajak yang belum membayar utang pajak hingga tanggal jatuh 
tempo, kemudian seksi penagihan pajak menerbitkan surat peringatan. 
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pajaknya, seksi penagihan menerbitkan surat paksa yang diotorisasi kepala 
seksi penagihan. Apabila wajib pajak masih mengabaikan surat paksa 
tersebut maka jurusita membuat berita acara pelaksanaan sita yang 
diotorisasi kepala Kantor Pelayanan Pajak.Dokumen penyitaan yang telah 
diotorisasi kepala KPP, diserahkan kepada wajib pajak untuk dilakukan 
proses penyitaan.Setelah 14 hari tanggal penyitaan wajib pajak tidak 
melunasi utang pajaknya, jurusita mengirimkan dokumen lelang ke kantor 
DJPLN.Di kantor Pelayanan Piutang dan Lelang, barang yang disita akan 
dilelang dan hasil lelang (dalam bentuk uang) akan disetorkan ke bank 
persepsi untuk melunasi utang pajak yang tidak dapat dibayar oleh 
penanggung pajak. 
     Sehubungan dengan sistem penagihan tersebut, maka saya tertarik 
untuk mengangkat topik tersebut dalam laporan ini dengan judul 
“Evaluasi Prosedur Penagihan Pajak Terhadap Penyitaan Tunggakan 
Pajak di KPP Pratama Sukoharjo” 
 
B. Rumusan Masalah 
     Berdasarkan gambaran umum objek penelitian di atas, maka penulis 
mengambil perumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah evaluasi prosedur penagihan pajak oleh kepala seksi 
penagihan pajak yang terjadi pada KPP Pratama Sukoharjo? 
2. Bagaimanakah pelaksanaan evaluasi prosedur penagihan pajak 
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C. Tujuan Penelitian 
     Berdasarkan gambaran umum penelitian dan rumusan masalah di atas, 
maka tujuan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui prosedur penagihan pajak oleh kepala seksi 
panagihan pajak yang terjadi pada KPP Pratama Sukoharjo. 
2. Untuk mengetahui pelaksanaan prosedur penagihan pajak terhadap 
pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Sukoharjo. 
 
D. Manfaat Penelitian 
     Dengan hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan 
manfaat yang seluas-luasnya kepada semua pihak. Adapun manfaat yang 
ingin diambil dari penelitian ini adalah: 
1. Bagi objek penelitian, diharapkan dapat memberikan inovasi atau 
terobosan yang berguna dalam meningkatkan serta memperbaiki 
sistem khususnya prosedur dalam penagihan pajak guna meningkatkan 
penerimaan pajak yang bersumber dari pencairan tunggakan pajak. 
2. Bagi pihak lain, diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan 
informasi kepada masyarakat luas tentang pentingnya standart 
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E. Metode Penelitian 
1. Ruang Lingkup Penelitian  
     Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Sukoharjo. Hal yang ingin 
dikaji oleh penulis, yaitu mengenai masalah prosedur penagihan pajak 
terhadap pencairan piutang pajak di KPP Pratama Sukoharjo. 
2. Jenis Penelitian 
     Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara 
deskriptif, yaitu menggambarkan suatu situasi dan kondisi yang 
berlangsung pada suatu tempat. 
3. Jenis Data 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 jenis data: 
a. Data Primer  
Adalah data yang didapat melalui observasi dan wawancara secara 
langsung di lapangan, dalam hal di KPP Pratama Sukoharjo dengan 
berbagai cara berupa pengamatan langsung penulis serta bertanya 
langsung kepada karyawan mengenai system yang digunakan 
dalam proses penagihan pajak. 
b. Data Sekunder 
Adalah data yang diperoleh dari literatur atau sumber-sumber 
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4. Tehnik Pengumpulan Data 
Beberapa tehnik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis, 
yaitu: 
a. Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) 
Penulis mempelajari dan mengumpulkan informasi dari berbagai 
litertur seperti peraturan perundang-undangan perpajakan dan 
peraturan pelaksanaannya serta buku-buku dan diktat yang 
berkaitan dengan bahasan dalam penulisan ini. 
b. Metode Observasi (Field Research) 
Penulis mengamati dan mengumpulkan data serta informasi yang 
berkaitan secara langsung di lapangan, yaitu KPP Pratama 
Sukoharjo. 
c. Metode Wawancara 
Penulis melakukan wawancara atau tanya jawab secara langsung 
dengan pihak-pihak di KPP Pratama Sukoharjo. 
d. Metode Pengolahan Data 
Metode pengolahan data dapat dibagi menjadi: 
· Metode  Deduksi 
Metode deduksi adalah metode penarikan simpulan dengan 
cara menentukan terlebih dahulu simpulan yang didapat 
kemudian menjabarkan faktor-faktor (masalah-masalah) yang 
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· Metode Induksi 
Metode induksi adalah metode penarikan simpulan dengan cara 
terlebih dahulu menjabarkan faktor-faktor (masalah-masalah) 
yang diperoleh dari uraian bab yang ada kemudian menarik 


















































     Dalam bab ini akan dibagi dalam dua hal pokok, yaitu landasan teori dan 
tinjauan penelitian data-data yang diperoleh selama penelitian. Landasan teori 
berisi tentang teori-teori atau hal-hal yang mendukung penulisan ini, yang 
diperoleh dari buku-buku kepustakaan maupun penelitian sebelumnya. 
A. Landasan Teori 
1. Pengertian Umum Pajak 
     Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-
menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan rakyat, baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat 
merealisasikan tujuan tersebut, perlu banyak memperhatikan masalah 
pembiayaan pembangunan. 
     Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau 
negara dalam pembiayaan pembangunan, yaitu menggali sumber dana 
yang berasal dari pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan 
yang berguna bagi kepentingan bersama. 
     Apabila membahas pengertian pajak, banyak para ahli memberikan 
batasan tentang pajak. Diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan 
oleh Prof. Dr. P. J. A. Andriani dalam buku “Pengantar Ilmu Hukum 
Pajak” (1991:2): “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat 
dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut 
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langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang 
menyelenggarakan pemerintahan”. (Waluyo, 2007) 
    Dalam definisi tersebut, lebih memfokuskan pada fungsi budgetair 
daripada pajak, sedangkan pajak masih mempunyai fungsi lain, yaitu 
fungsi mengatur. 
2. Fungsi Pajak 
     Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian 
pajak definisi di atas, terlihat adanya dua fungsi pajak, yaitu: (Mardiasmo, 
2002) 
a) Fungsi Penerimaan (budgetair) 
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi 
pembiayaan atau pengeluaran-pengeluaran pemerintah. 
Contoh: Dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan 
dalam negeri.  
b) Fungsi Mengatur (regulerend) 
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 
kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. 
Contoh: Dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman 
keras sehingga minuman keras dapat ditekan. 
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a) Official Assessment 
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 
oleh Wajib Pajak. 
Ciri-cirinya: 
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 
fiskus, 
2) Wajib Pajak bersifat pasif, 
3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak 
oleh fiskus. 
b) Self Assessment System 
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 
Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. 
Ciri-cirinya: 
1) Wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang ada 
pada Wajib Pajak sendiri, 
2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan 
melaporkan sendiri pajak yang terutang, 
3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 
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Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 
kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang 
bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 
wajib pajak. 
4. Timbul Dan Hapusnya Utang Pajak 
Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak: 
a. Ajaran Formil 
Utang pajak karena dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus. 
Ajaran ini diterapkan pada Official Assessment System. 
b. Ajaran Materiil 
Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seorang 
dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbiatan. Ajaran ini 
diterapkan pada Sefl Assessment System 




· Pembebasan dan penghapusan 
5. Hambatan Pemungutan Pajak 
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a) Perlawanan pasif 
Masyarakat engggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan 
antara lain: 
· Perkembangan intelektual dan moral masyarakat. 
· Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat. 
· Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan 
baik. 
b) Perlawanan aktif 
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara 
langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari 
pajak. 
Bentuknya antara lain: 
· Tax Avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak 
melanggar undang-undang. 
· Tax Evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara 
melanggar undang-undang (menggelapkan pajak). 
6. Daluwarsa Penagihan Pajak 
Hak untuk melakukan penagihan pajak ternasuk bunga, denda, kenaikan, 
dan biaya penaghian pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) 
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Pajak Kuran Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, 
dan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan 
Peninjauan Kembali. 
Daluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila: 
a. Diterbitkan Surat Paksa. 
b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun 
tidak langsung. 
c. Diterbitkan Surat Keteapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud dalam atau 
d. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. 
7. Penagihan pajak dengan surat paksa 
     Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak 
melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau 
memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, 
memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan 
penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang dengan penagihan 
pajak. 
     Latar belakang dilakukannya penagihan pajak dengan surat paksa 
adalah masih adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya 
utang pajak sehingga memerlukan tindakan penagihan pajak yang 
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Tujuan penagihan pajak: 
· Membentuk keseimbangan antara kepentingan masyarakat wajib pajak 
dan kepentingan negara. 
· Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga termotivasi 
untuk membayar pajak. 
· Meningkatkan penerimaan negara dari sektor bea masuk, cukai, denda 
administrasi, utamanya yang merupakan piutang macet. 
Dasar Hukum: 
1) UU No 19 Tahun 1996 Tentang Penagihan dengan surat paksa. 
2) PP No 3 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka 
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 
3) PP No 4 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang 
Dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan 
Pajak Dengan Surat Paksa. 
4) PP No 5 Tahun 1998 tentang Penyanderaan Dalam Rangka Penagihan 
























































A. Gambaran Objek Penelitian 
1. Gambaran Umum KPP Pratama Sukoharjo 
a. Sejarah Berdirinya KPP Pratama Sukoharjo 
     Setelah melaksanakan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
Pratama Sukoharjo, peneliti mengetahui keadaan Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Sukoharjo. KPP Pratama Sukoharjo merupakan bagian 
dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II. 
Karena mulai bulan November 2007 wilayah propinsi Jawa Tengah 
dibagi menjadi dua yaitu kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak 
(DJP) Jawa Tengah I dan II. 
     Sebelum tahun 2008 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 
Sukoharjo merupakan bagian dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
Klaten, kemudian pada bulan November 2007 dipecah menjadi dua 
bagian yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten dan Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo. Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Klaten berdiri pada bulan November 1989 dan diresmikan oleh 
Direktur Jenderal Pajak pada tanggal 13 Januari 1994, sedangkan 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo yang merupakan pecahan 
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     Pada tahun 1989 Kantor Pelayanan Pajak Klaten masih berbentuk 
kantor dinas lar tingkat I Klaten di bawah inspeksi pajak Surakarta dan 
pada tahun 1998 dengan pertimbangan pokok semakin banyaknya 
jumlah wajib pajak dan semakin besarnya pemasukan uang pajak. 
Maka kantor dinas luar tingkat I Klaten ditinkatkan menjadi Kantor 
Pelayanan Pajak Klaten dan pada tahun 2007 Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Klaten dipecah lagi, menjadi Kanto Pelayanan Pajak Pratama 
Klaten dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo. 
     Dasar hukum yang digunakan dalam Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Sukoharjo adalah: 
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 55/PMK.01/2007 tanggal 31 
Mei 2007 tentang peraturan menteri keuangan Nomor : 
132/PMK.01/2006 tentang organisasi dan tata cara instansi vertikal 
Direktorat Jenderal Pajak. 
2. Keputusan Direktorat Jnderal Pajak Nomor: KEP- 141/PJ/2007 
tanggal 03 Oktober 2007 tentang penetapan organisasi dan tata 
cara instansi vertical Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa 
Yogyakarta,serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo dan 
kantor pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan di 
lingkungan kantor wilayah Jenderal Pajak Jawa Tengah I, kantor 
wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah IstimewaYogyakarta. 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo merupana unit vertikal 
Direktorat Jenderal Pajak setingkat eleson III. Kantor Pelayanan 
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Melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan wajib pajak 
di bidang pajak penghasilan,pajak pertambahan nilai, pajak 
penjualan barang mewah, pajak tidak langsung lainnya, pajak umi 
dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 
dalam wilayah wewenangnya berdasarkan perturan perundang-
undangan yang berlaku selain mempunyai tugas pokok, Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo juga mempunyai fungsi: 
v Pengumpulan, pencairan dan pengolahan data pengamatan 
potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak serta 
penilaian objek pajak bumi dan bangunan. 
v Penetapan dan penerbitan prosedur hukum perpajakan . 
v Pengadminitrasian dokumen dan berkas perpajakan, 
penerimaan pengolahan surat pemberitahuan serta surat 
lainnya 
v Penyuluhan perpajakan. 
v Pelaksanaan registrasi wajib pajak. 
v Pelaksanaan ekstensifikasi. 
v Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan 
pajak. 
v Pelaksanaan konsultasi pajak. 
v Pelaksanaan intensifikasi. 
v Pembetulan ketetapan pajak. 
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   Sebelum di pecah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Klaten dan 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo, Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Klaten wilayah kerjanya meliputi: 
a) Kabupaten Dati II Klaten. 
b) Kabupaten Sukoharjo 
c) Kabupaten Wonogiri. 
Tetapi setelah dipecah, wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Sukoharjo meliputi dua kabupaten, yaitu Kabupaten 
Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri. Kabupaten Sukoharjo terdiri 
dari 15 (lima belas) kecamatan, yaitu: 
a) Kec. Sukoharjo 
b) Kec. Grogol 
c) Kec. Kartosuro 
d) Kec. Mojolaban 
e) Kec. Nguter 
f) Kec. Bedosari 
g) Kec. Bulu 
h) Kec. Pracimantoro 
i) Kec. Giritronto 
j) Kec. Weru 
k) Kec. Polokerto 
l) Kec. Gatak 
m) Kec. Paranggupito 

















































Untuk kabupaten Wonogiri meliputi 22 kecamatan, yaitu: 
a) Kec. Wonogiri 
b) Kec. Sologiri 
c) Kec. Baturetno 
d) Kec. Karangtengah 
e) Kec. Girimarto 
f) Kec. Batu warno 
g) Kec. Ngadirojo 
h) Kec. Wuryantoro 
i) Kec. Girimarto 
j) Kec. Puh Pelem 
k) Kec. Jatiroto 
l) Kec. Eromoko 
m) Kec. Purdantoro 
n) Kec. Tirtomoyo 
o) Kec. Bulukerto 
p) Kec. Slogohimo 
q) Kec. Jatipurno 
r) Kec. Nguntoronadi 
s) Kec. Kismantoro 
t) Kec. Sidoharjo 
u) Kec. Manyaran 
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1) Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo 
Menjadikan model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan 
sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan 
dibanggakan masyarakat. 
2) Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo 
a) Misi Fiskal 
Menghimpun penerimaannya dalam negeri dan sektor pajak 
yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan 
pemerintah berdasarkan Undang-undang perpajakan dengan 
tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi. 
b) Misi Ekonomi 
Mendukung kebijakan pemerintah dalam mengatasi 
permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijakan 
perpajakan yang minimizing distortion. 
c) Misi Politik 
Mendukung proses demokratis. 
d) Misi Kelembagaan 
Senantiasa memperbarui diri, selaras dengan aspirasi 
masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi 
perpajakan mutakhir. 
 
3) Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo 
Untuk dapat melaksanakan fungsi-fungsinya sebagai lembaga 
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perpajakan, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo 
membentuk struktur organisasi agar dalam menjalankan 
tugasnya dapat lebih teroganisir. 
Struktur organisasi, uraian tugas dan tanggung jawab Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo, telah diatur dalam surat 
keputusab Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 
55/PMK.01/2007 tentang organisasi dan tata kerja wilayah 
Direktorat Jenderal Pajak. Struktur organisasi Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo terdiri dari: 
1. Kepala Kantor. 
2. Subbagian Umum. 
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi. 
4. Seksi Pelayanan. 
5. Seksi Penagihan. 
6. Seksi Pemeriksaan. 
7. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan. 
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi. 
9. Seksi Kelompok Jabatan Fungsional. 
     Berikut ini adalah gambar struktur organisasi KPP Pratama 




Kepala Sub Bagian Umum 
























































Struktur Organisasi KPP Pratama Sukoharjo 
     Masing-masing bagian atau seksi dalam struktur organisasi 
KPP Pratama memiliki tugas dan kegiatan sendiri-sendiri. Adapun 
tugas dan kegiatan masing-masing seksi berdasarkan gambar, 
yaitu Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah 
sebagai berikut. 
1. Sub Bagian Umum 
a) Bagian Kepegawaian 
      Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Bagian 
Kepegawaian Sub Bagian Umum antara lain: 
ü Menerbitkan Surat Kenaikan Gaji Berkala. 
ü Membuat Usulan Kenaikan Pangkat. 
ü Menerbitkan Surat Izin Cuti. 
ü Mengirimkan pegawai yang menerima panggilan 
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Sistem Administrasi Modern, Diklat Dasar Pemeriksa 
Pajak, Diklat Internalisasi Kode Etik Pegawai. 
ü Menyusun dan melaporkan laporan-laporan 
kepegawaian, meliputi Laporan Daftar Penyebaran, 
Laporan Absensi Pegawai, Laporan Kegiatan 
Kepangkatan dan Daftar Pejabat yang meninggalkan 
wilayah kerja pegawai, Laporan Penegakan Disiplin 
Pegawai. 
b) Bagian Keuangan 
       Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Bagian Keuangan 
Sub bagian Umum antara lain: 
· Membagikan gaji kepada pegawai KPP Pratama. 
· Membagikan uang makan kepada pegawai KPP Pratama. 
· Menyusun dan melaporkan laporan-laporan yang 
menjadi tanggung jawab Bagian Keuangan. 




 c). Bagian Rumah Tangga 
      Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Bagian Rumah 
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1) Melakukan inventarisasi (pemisahan) barang-barang 
inventaris milik KPP Pratama, dan melakukan 
perekaman inventaris dan penghapusan Barang Milik 
Negara pada KPP Pratama. 
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 
     Merupakan gabungan dari seksi DAI dan Seksi Penerimaan, 
Peralihan dari Seksi Penerimaan dan Keberatan pada KPP, 
Subsie penerimaannya beralih ke Seksi PDI, sedangkan Subsie 
Keberatannya ditangani oleh Kantor Wilayah (Kanwil) 
modern. Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Seksi Pengolahan 
Data dan Informasi (PDI) antara lain sebagai berikut: 
a. Membatu instalasi aplikasi e-NPWP di Seksi 
Ekstensifikasi. 
b. Melakukan pendaftaran Wajib Pajak secara massal dan 
pencetakan Kartu NPWP dengan aplikasi PWPM dan e-
NPWP. 
c. Melakukan perekaman mutakir dan NIR (Nilai Indikasi 
Rata-rata) untuk penetapan NJOP PBB tahun berikutnya. 
d. Melakukan simulasi perhitungan pokok ketetapan PBB 
tahun berikutnya. 













































commit to user 
25 
 
f. Menyimpan data-data informasi perpajakan untuk keperluan 
penyajian data. 
g. Membantu seksi lain jika mengalami kesulitan/kerusakan 
pada komputer. 
h. Mengawasi pemasangan jaringan dan perangkat komputer 
yang dilakukan oleh pihak ketiga. 
i. Memberikan aplikasi e-SPT PPN versi terbaru kepada Wajib 
Pajak dan membantu proses pelaporan jika mengalami 
kesulitan. 
j. Membuat Laporan Penerimaan PBB dan BPHTB. 
k. Melakukan persipan hardware dan software sehubungan 
dengan kegiatan cetak. 
l. Membantu Seksi Pelayanan dalam mencetak label SPT 
Tahunan. 
m.   Melakukan  penataan  IP address untuk jaringan komputer, 
dan melakukan perekaman data objek PBB berdasarkan 
permohonan Wajib Pajak. 
3.  Seksi Pelayanan 
     Merupakan perubahan nama dari Seksi Tata Usaha 
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Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Seksi Pelayanan antara 
lain sebagai berikut: 
a) Menerbitkan Kartu NPWP dan PKP bagi Wajib Pajak baru. 
b) Menatausahakan formulir SPT Tahunan PPh dalam rangka 
persiapan pengiriman SPT Tahunan kepada Wajib Pajak. 
c) Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). 
d) Memberikan jawaban permintaan konfirmasi dan klarifikasi 
data dari KPP lain. 
4.  Seksi Penagihan 
     Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh seksi Penagihan antara 
lain sebagai berikut: 
a) Melaksanakan pencabutan STTS PBB Tahun Pajak 
sebelumnya. 
b) Melaksanakan Konfirmasi STTS PBB Tahun Pajak 
sebelumnya dalam sektor perkotaan. 
c) Melakukan pemanggilan dan himbauan pembayaran 
tunggakan pajak. 
d) Bedah tunggakan Wajib Pajak. 
e) Melakukan penagihan aktif terhadap tunggakan pajak yang 
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f) Menyusun data 100 besar tunggakan PBB untuk 
dilaporkan. 
5.  Seksi Pengawasan dan konsultasi 
     Merupakan gabungan dari Seksi PPh Orang Pribadi, PPh 
Badan, PPh Putpot, dan PPN. Tugas-tugas yang dilaksanakan 
oleh Seksi Pengawasan dan Konsultasi antara lain sebagai 
berikut: 
a) Pembuatan profil Wajib Pajak. 
b) Pembuatan ikhtisar Wajib Pajak. 
c) Penyelesaian Permohonan Pemindahbukuan Wajib Pajak. 
d) Pengawasan terhadap mekanisme dan tatacara pembayaran 
penyetoran maupun pelaporannya termasuk dalam 
penerapan aturan-aturan perpajakannya. 
6.  Seksi Pemeriksaan 
     Merupakan peralihan dari Tata Usaha/Administrasi Kantor 
Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak. Tugas-tugas yang 
dilaksanakan oleh Seksi Pemeriksaan antara lain sebagai 
berikut: 
a) Menyusun rencana kerja. 
b) Menyusun dan mengkoordinasikan Daftar Nominatif WP 
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c) Menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) dan 
mendistribusikannya ke Seksi Fungsional. 
d) Melaksanakan pengawasan, pelaksanaan jadwal 
pemeriksaan sesuai dengan rencana kerja yang telah 
ditetapkan. 
e) Melakukan pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan. 
f) Memproses permohonan SPT LB Wajib Pajak Patuh. 
g) Melakukan administrasi pemeriksaan pajak lainnya. 
h) Menyusun laporan atau surat tanggapan atas permasalahan 
yang berkaitan dengan Seksi Pemeriksaan. 
i) Menyusun laporan-laporan Seksi Pemeriksaan. 
j) Mengadministrasikan berkas laporan hasil pemeriksaan. 
7.  Seksi Ekstensifikasi Perpajakan 
     Merupakan peralihan dari Seksi Pendataan dan Penilaian 
pada Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB). Tugas-
tugas yang dilaksanakan oleh Seksi Ekstensifikasi Perpajakan 
antara lain sebagai berikut: 
a) Menyampaikan Usulan Surat Keputusan Klasifikasi dan 
Besarnya NJOP sebagai dasar penetapan PBB. 
b) Menyampaikan usulan besarnya Standar Investasi Tanaman 
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c) Membuat Laporan Data Potensi Wilayah KPP Pratama. 
d) Menyelesaikan Laporan NJOP PBB. 
e) Menyelesaikan pemberian NPWP OP melalui Pemberi 
Kerja/Bendaharawan Pemerintah. 
f) Membuat Laporan Kegiatan penerbitan NPWP 
Ekstensifikasi WP OP karyawan KPP Pratama. 
 
8.  Kelompok Pejabat Fungsional 
     Merupakan peralihan dari Fungsional Pemeriksa di Kantor 
Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak. Tugas-tugas yang 
dilaksanakan oleh Seksi Fungsional antara lain sebagai 
berikut: 
a) Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak 
(SPPP) kepada Wajib Pajak. 
b) Menyelesaikan pemeriksaan SPPP dengan diterbitkan 
Laporan Pemeriksaan Pajak. 
B. LAPORAN KERJA MAGANG 
1.   Aktivitas Magang 
            Aktivitas di tempat magang meliputi berbagai kegiatan diantaranya: 
membantu dalam merekam SPT, menginput data wajib pajak, meneliti SPT 
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membukukan DHKP dan STTS untuk Pajak Bumi dan Bangunan, memasukan 
data pemohon NPWP, membuat surat undangan yang ditujukan untuk 
sosialisasi maupun surat pemberitahuan kepada wajib pajak. 
                   Penulis juga diajarkan untuk merekam tanda terima di dropbox, 
mencetak                 
daftar nominatif dan masih banyak lagi kegiatan yang dilakukan penulis di 
tempat magang. 
2.  Jadwal magang 
 Jadwal magang dimulai pada 01 Februari 2010 sampai dengan 31 
Maret 2010. Dalam 1 minggu, penulis masuk selama 5 hari, senin hingga 
jumat. Kegiatan dimulai pukul 07.30-15.30.     
 
C. PEMBAHASAN  
1. Bagaimanakah prosedur penagihan pajak oleh kepala seksi penagihan 
pajak yang terjadi pada KPP Pratama Sukoharjo? 
     Prosedur yang digunakan oleh KPP Pratama Sukoharjo dalam 
melaksanakan penagihan pajak didasarkan pada dasar hokum, yaitu: 
a) Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-561/KMK.04/2000 
tanggal 26 Desember 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan 
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b) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-645/PJ./2001 tanggal 
4 Oktober 2001 tentang Bentuk, Jenis, Kartu, Formulir, Surat, dan 
Buku yang Digunakan dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan 
Surat Paksa s.t.d.t.d. Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-
474/PJ/2002 
     Oleh sebab itu dalam proses penagihan pajak, memunyai kekuatan 
hukum yang  kuat sehingga apabila terdapat wajib pajak yang menunggak 
dalam pembayaran pajak, pihak KPP Pratama berhak menagih. 
Pihak-pihak yang terkait dalam proses penagihan pajak antara lain: 
i Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
ii Kepala Seksi Penagihan  
iii Jurusita pajak 
iv Wajib pajak/ penanggung pajak 
     Proses penagihan pajak terjadi jika terdapat wajib pajak yang dengan 
sengaja maupun tidak menunda atau menunggak pembayaran pajak 
terutang. Dan proses tersebut menjadi tanggung jawab KPP Pratama untuk 
menagih hingga pajak yang terutang oleh wajib pajak lunas dibayar. 
Formulir yang digunakan oleh KPP Pratama dalam menagih pajak, antara 
lain: 
1. Surat Teguran Penagihan 
2. Kartu Pengawasan 
3. Bukti pelunasan (SSP/STTS/SSB/Bukti Pbk) 
4. Surat ketetapan pajak (SKPKB/SKPKBT/Keputusan Keberatan/Putusan 
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5. Data/informasi terkait 
Prosedur pengihan pajak sampai pelelangan barang sitaan di KPP 
Pratama, yaitu:  
a. Jurusita Pajak mengetahui, mendapat informasi dan/atau 
menemukan bukti yang akurat bahwa Penanggung Pajak ada 
indikasi melakukan perbuatan seperti yang tersebut di atas dan 
segera membuat konsep Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika 
dan Sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran, 
penerbitan Surat Teguran ataupun penerbitan Surat Paksa lalu 
menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan. 
b. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf konsep Surat 
Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus, dan 
menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Dalam 
hal Kepala Seksi Penagihan tidak menyetujui, kasus penerbitan 
Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus ditutup. 
c. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerima, meneliti, memberikan 
batas waktu pelunasan, dan menandatangani Surat Perintah 
Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus. 
d. Jurusita Pajak menatausahakan dan menyampaikan Surat Perintah 
Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus kepada Penanggung Pajak 
untuk segera melunasi tunggakan pajaknya sebelum melakukan 
perbuatan-perbuatan seperti yang tersebut di atas dan selanjutnya 
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e. Penanggung Pajak mengabaikan Surat Perintah Penagihan Pajak 
dan menyimpannya sendiri sebelum melunasi tunggakan pajaknya 
maka akan diterbitkan Surat Peringatan. 
f. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya setelah lewat 21 
hari sejak diterbitkan surat Peringatan atau Surat Teguran maka 
kepadanya akan diterbitkan Surat Paksa. 
g. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya setelah lewat 
2x24 jam sejak diterbitkan Surat Peringatan maka kepadanya akan 
diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Lelang. 
h. Setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan 
Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya maka akan 
diadakan pengumuman lelang dan setelah lewat 14 hari sejak 
pengumuman lelang Penanggung Pajak belum juga melunasi utang 





















































Tata cara penagihan pajak dapat dilihat pada bagan arus flowchart berikut: 
 
















menemukan bukti yang 
akurat perihal Wajib 
Pajak serta mencetak 
konsep SPPSS 
Meneliti dan 
Memaraf Konsep SPPSS 
SPPSS 

























































PENERBITAN SURAT TEGURAN ATAU SURAT PERINGATAN UNTUK WP 
Wajib Pajak/Penanggung 
Pajak 
Kepala Seksi Penagihan Kepala Kantor Pelayanan 
Pajak 
   
 
Mulai 
Seksi Penagihan menerbitkan Surat 
Teguran dan ditandatangani oleh 
kepala penagihan karena WP tdak 
melunasi utang pajak setelah 7 hari 




























































PENERBITAN SURAT PAKSA UNTUK WP 
Wajib Pajak/Penanggung 
Pajak 
Kepala Seksi Penagihan Kepala KPP 
   
 
Mulai 
Menemukan bukti bahwa 
WP belum melunasi utang 
pajaknya setelah lewat 21 
hari sejak diterbitkannya 
Surat Teguran 
SP/Surat Paksa 
SP ditandatangani oleh 
kepala seksi penagihan 
SP/Surat Paksa Surat Paksa ditandatangani 
oleh Kepala KPP 
Surat Paksa 
Menyampaikan Surat Paksa 
kepada Wajib Pajak 
Surat Paksa 


















































PENERBITAN SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN 
Wajib Pajak/Penanggung 
Pajak 
Juru Sita Kepala Kantor Pelayanan 
Pajak 









































































Juru Sita Kantor Pelayanan Piutang 
Dan Lelang 
Negara/DJPLN Surakarta 














































Setelah 14 hari dari 
tanggal penyitaan WP 
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PENGESAHAN PENGUMUMAN LELANG 
















































Setelah lewat 14 hari Wajib 
Pajak tidak melunasi utang 
pajaknya sejak pengumuman 
lelang 
Surat Pelelangan 
Surat pelelangan ditandatangani 














































commit to user 
40 
 
PENJUALAN/PELELANGAN BARANG SITAAN 
Kantor Pelayanan Piutang 
Dan Lelang 
Negara/DJPLN Surakarta 
Bank Persepsi/Kantor Pos Kas Negara 













uang hasil Lelang  
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2. Bagaimanakah pelaksanaan prosedur penagihan pajak terhaap pencairan 
penunggakan pajak di KPP Pratama Sukoharjo? 
     Pada dasarnya  KPP Pratama Sukoharjo dalam melaksanakan sistem 
yang berhubungan dengan kegiatan perpajakan sudah mematuhi sistem 
yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Akan tetapi dalam 
prosesnya, sistem tersebut akan berjalan dengan baik apabila terdapat 
hubungan yang baik antara wajib pajak dengan pegawai pajak. Dalam hal 
sistem penagihan pajak, wajib pajak harus bersikap proaktif kepada 
pegawai pajak. Sehingga sistem akan berjalan dengan lancer. Sedangkan 
apabila wajib pajak tidak proaktif dengan pegawai pajak maka sistem 
tersebut tidak akan berjalan lancer. Misal terjadi penyitaan maupun 
pelelangan.  
     Seksi penagihan di KPP Pratama Sukoharjo memiliki daftar nama-
nama wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak. Penulis mengambil 1 


































































1 Mr.X 223.270.934 Penyitaan 
   
 
   Tabel tersebut menunjukkan bahwa di KPP Pratama Sukoharjo masih 
ditemukan wajib pajak yang menunggak pajak. Tindakan yang dilakukan 
KPP Pratama Sukoharjo untuk mengatasi tunggakan pajak tersebut dengan 
memberikan surat teguran atau surat peringatan kepada wajib pajak yang 
bersangkutan.  
     Surat paksa adalah Surat perintah membayar utang pajak dan biaya 
penagihan pajak. 
Surat paksa diterbitkan apabila: 
a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal 
jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat 
Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis. 
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c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum 
dalam keputusan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. 
 Untuk mengetahui evaluasi prosedur rumusan yang ada di KPP 
Pratama Sukoharjo, Penulis harus melihat dari sampel wajib pajak yang 
menunggak pajak. Dari rumusan tersebut penulis hanya boleh mengambil 
satu sampel, karena bersifat rahasia dan nama penunggak pajak tersebut 
disamarkan. 
Pada tabel tersebut, Mr.X mempunyai tunggakan pajak sebesar Rp 
223.270.934, dengan tindakan pemberitahuan SP artinya Mr.X belum 
membayar utang pajak hingga tanggal jatuh tempo sehingga KPP Pratama 
Sukoharjo menyampaikan Surat Peringatan. Setelah 21 hari sejak 
diterbitkan Surat Peringatan  Penanggung Pajak tidak melunasi utangnya 
dan kepadanya telah diterbitkan Surat Peringatan maka KPP Pratama 
menerbitkan Surat Paksa,dalam 2x24 jam Penanggung Pajak tidak 
melunasi utang pajaknya maka akan diterbitkan Surat Perintah 
Melaksanakan Penyitaan.Setelah pelaksanaan penyitaan ternyata 
Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya setelah 14 hari sejak 
tanggal pelaksanaan penyitaan maka dilaksanakan pengumuman 
lelang,setelah pengumuman lelang ternyata Penanggung pajak tidak 
melunasi utang pajaknya maka akan dilakukan tindakan 
Penjualan/Pelelangan Sitaan. Pengumuman lelang dilakukan apabila hari, 
tanggal, dan jam lelang telah ditentukan. Kepala KPP menerbitkan 
pengumuman lelang paling lambat 14 hari setelah penyitaan, melalui surat 
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media elektronik termasuk internet di wilayah kerja kantor lelang tempat 
barang yang akan dijual. Penjualan secara lelang terhadap barang yang 
disita dilaksanakan paling lambat 14 hari setelah pengumuman lelang 
melalui media masa. Aturan tersebut dimaksudkan untuk memberi 
kesempatan kepada wajib pajak melunasi utang pajaknya sebelum 
pelelangan terhadap barang yang disita dilaksanakan. Dari keterangan di 
atas maka dapat disimpulkan bahwa KPP Pratama Sukoharjo telah 
menyampaikan prosedur yang benar. 
Tujuan  penyitaan ini adalah memperoleh uang jaminan pelunasan utang 
pajak dari penanggung pajak. Oleh karena itu penyitaan dapat 
dilaksanakan terhadap semua barang penanggung pajak, baik yang berada 
di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan penanggung pajak atau 
di tempat lain sekalipun penguasaanya berada di tangan pihak lain. 
Pengajuan keberatan oleh wajib pajak tidak mengakibatkan penundaan 
pelaksanaan penyitaan. 
     Penyitaan dilaksanakan oleh jurusita pajak dengan disaksikan oleh 
sekurang-kurangnya 2 orang dewasa. Hasil pelaksanaan penyitaan olehnya 
dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh jurusita, penanggung 
pajak dan saksi. 
Pengecualian dari penyitaan: 
Ø Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan 
oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya. 
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Ø Buku-buku yang berhubungan dengan jabatan atau pendidikan, 
kebudayaan dan keilmuan. 
Ø Peralatan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan sehari-
hari dengan jumlah tidak lebih dari Rp 10.000.000,00 
Ø Peralatan penyandang cacat. 
     Barang yang telah disita dititipkan kepada penanggung pajak, kecuali 
apabila menurut jurusita pajak barang dimaksud perlu disimpan di kantor 
pejabat atau di tempat lain. 
 Terhadap barang yang telah disita oleh kepolisian atau kejaksaan 
sebagai barang bukti dalam kasus pidana, jurusita pajak menyampaikan 
surat paksa dengan dilampiri surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa 
barang yang dimaksud akan disita apabila proses pembuktian telah selesai 
dan diputuskan bahwa barang bukti dikembalikan kepada penanggung 
pajak. 
     Apabila utang pajak atau biaya penagihan tidak dilunasi oleh setelah 
dilaksanakan penyitaan, pejabat berwenang melaksanakan penjualan 
secara lelang terhadap barang yang disita melalui kantor lelang. Lelang 
tidak dilaksanakan apabila penanggung pajak telah melunasi utang pajak 
dan biaya penagihan pajak. Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu 
untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya 
untuk membayar utang pajak. Dalam hal hasil lelang sudah mencapai 
jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang 
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masih ada. Barang beserta uang kelebihan hasil lelang dikembalikan oleh 
pejabat kepada penanggung pajak setelah pelaksaan lelang. 






















































Berdasarkan pembahasan pada bab III, tentang proses penagihan pajak 
di KPP Pratama Sukoharjo, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa: 
1) KPP Pratama Sukoharjo telah menyampaikan sistem penagihan pajak 
sesuai dengan sistem yang berlaku dalam Direktorat Jenderal Pajak. 
Namun kurang proaktifnya masyarakat Sukoharjo dalam menanggapi 
tindakan yang dilakukan KPP Pratama Sukoharjo tersebut. 
2) KPP Pratama Sukoharjo telah melaksanakan penagihan dan penyitaan 




Dari pembahasan bab III, maka penulis dapat memberikan 
rekomendasi atau saran-saran sebagai berikut: 
a. KPP Pratama Sukoharjo harus melakukan penagihan dan penyitaan 
terhadap wajib pajak yang menunggak secara optimal dengan cara 
semua wajib pajak yang sudah masuk daftar sita KPP Pratama 
Sukoharjo, baik dengan tunggakan pajak besar atau kecil tetap wajib 
ditagih atau disita seperti yang telah dilaksanakan terhadap wajip pajak 
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b. KPP Pratama Sukoharjo harus tetap melakukan penagihan dan 
penyitaan kepada wajib pajak yang menunggak pajak sama seperti 
aturan atau prosedur yang telah dilaksanakan. 
c. KPP Pratama Sukoharjo agar tetap mempertahankan aturan atau 
prosedur penagihan dan penyitaan yang telah dijalankan, karena sudah 
sesuai dengan perundang-undangan yang dikeluarkan Direktorat 
Jenderal Pajak. 
